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ABSTRAK

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian vang
penting dari reformasi sistem ketatanegaran Indonesia, yakni meliputi perubahan
pada tataran kebijakan maupun penataan kelatanegaran negara dan pemerintahan.
Reformasi konstitusi tersebut bertujuan untuk memberikan landasan dasar hagi
penetapan dan pengembangan pemerintaban konstitusional yvang lebih demokratis
(Constitutional State). Salah satu hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar
1945 tersebut adalah dibentuknya sebuah lembaga pemerintah baru yang bertugas
memberikan nasihat dan pendapat kepada presiden, vaitu Dewan Pertimbangan
Presiden. Keberadan Dewan Pertimbangan Presiden merupakan pewujudan politik
hukum nasional dalam  pembentukan  lembaga  baru. Pembentukan  Dewan
Pertimbangan Presiden tersebut mempunyai peranan penting dalam membantu
tugas penyelengaraan pemenntah oleh Presiden vang sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum demokrasi. serta kepemerintahan vang baik untuk mencapai tujuan
negard.

[Yalam penelitian ini, pokok permasalahanya yang dikemukankan adalah
bagaimana cksistensi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas
kepresidenan  dan  bagaimana  pertanggung  jawaban Dewan  Pertimbangan
Presiden. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif’ merupakan penelitian kepustakaan
atau studi dokumen vaaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada
peraturan tertulis dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan
data sckunder.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Eksistensi Dewan
Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas kepresidenan adalah  hal yang
sangat csenstal dan diperlukan dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan vang
efekiif oleh Presiden. Eksistensi atau keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden
tersebutl dapat dilihat dari tugas dan fungsi vang dimilikinya. 2) Tanggung Jawab
Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
dilakukan dalam bentuk  penyampaian  laporan kepada Presiden sckurang-
kurangnya sekali 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila
diperlukan oleh Presiden. Laporan terscbul meliputi seluruh  nasihat dan
pertimbangan yang disampaikan, baik secara perorangan maupun schagai satu
kesatuan nasthal dan  pertimbangan seluruh  anggota Dewan  Pertimbangan
Presiden.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam  wacana reformasi  sistem  Ketatanegaraan, perubahan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 berawal
dari funtutan  akan pentingnya pemenntahan  konstitusional  vang
demaokratis (Constitusinal State). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dipandang tidak mengatur secara memadai materi-
materi mengenai Hak  Asast Manusia  (HAM),  kedudukan, tugas,
wewenang, hubungan kerja, dan pertanggung jawaban yang ideal dari dan
antar lembaga-lembaga nepgara. serta mekanisme  pengangkatan  dan
pemberhentian pejabat negara. Tidak memadainya pengaturan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut
pada akirnya menvebabkan tidak adanva mekanisme cheks and balances
vang jelas antara masing-masing lembaga negara.'

Perubahan  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Ichuhlik
Indonesia Tahun 1945 yang dulu disakralkan oleh rezim Orde Baru. pada
hakekatnyva merupakan tuntutan mendasar bagi penataan ulang kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena Kkonstitusi merupakan
aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang
Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 19435 telah menentukan lembaga-

lembaga nepara dan pemerintahan sebagal Govermental Political Sphere

! Suharizal, Reformasi Konsiitusi, Penerbit Anggrek Law Firm, Padang,
202, him |



Indonesia.  termasuk  disini adalah  Jlembapga  pemerintah Dewan
pertimbangan rn"n:‘ﬂil:len,E

Pemikiran lahirnyva Dewan Pertimbangan presiden ini merupakan
pengejawantahan dari ideologi konstitusi tentang Indonesia adalah negara
hukum. Maka untuk memperkokoh ideclogi konstitusi tentang negara
hukwm inilah salah satunva dengan membentuk Dewan Pertimbangan
presiden. Dengan adanya Dewan Pertimbangan Presiden i diharapkan
semakin terjaminnya prinsip Konstitusionalitas Hukum (Constitutions{ity
of law)} yang merupakan substansi penting dalam negara hukum.”

Selain menvempumakan kekurangan-kekurangan Undang-1Indang
[Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaharuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dimaksudkan
untuk lehibh memperkuat sendi-sendi Ketatanegaraan yvang sevogvanya
harus dipertahankan. Dengan berbagai pembaharuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 diharapkan benar-benar
menjadi The Supreme of The Land dalam sistem hukum Indonesia. Segala
praktek bermasyarakal, berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai
denpgan sendi-sendi demokrasi.negara berdasarkan atas hukum. keadilan
sosial dan lain sehagﬂin]ﬁa,"

Secara sistemik pembabarvan Undanp-Tindang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikategorikan menjadi:

" Hadi Setia Tungeal, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Dewan
Pertimbangan Presiden, lakarta, 2007, hlm iii
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

Fksistensi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas

kepresidenn berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006

adalah merupakan hal vang sangat esensial dan dperlukn dalam

rangka penyelengaraan pemerintahan vang efektif oleh presiden.

Eksistenst atau keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut

dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilikinya, vaitu schagai

bernkut:

il

15:

Dewan Pertimbangan Presiden memberikan nasthat dan
pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  menjalankan
kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan
pertimbangnan  tersebul  wajib  dilakukan oleh  Dewan
Pertimbangan Presiden baik diminta maupun lidalk diminta
olch Presiden. Nasihat dan pertimbangan dapat dismpaikan
baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan
nasthat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam  menjalankan  tugasnya, Dewan  Perlimbangan
Presiden melaksanakan fungsi dan pertimbangan vang
terkail dengan pelaksanaan kekuasan pemerintahan negara

Karena itu Dewan Perimbangan Presiden dapat meminta

72
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